
Pl~MERINTAH ...::;UPA,.l~EN SARO.&...IA ......... GUN 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

JALAN SAROLANGUN - JAMBI KM. 1 KEC. SAROLANGUN 

SAROLANGUN 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMMl MODAL DAN PELAYANAN 
TERP.ADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN 

NOMOR: 114 TAHUN 2021 

TENTANG 
IZIN OPERASIONAL TAM.AN KANAK-KANAK 

"TK TUNAS UNGGUL" 
DESA BUKIT PERANGINAN KECAMATAN MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN SAROLANGUN 

Membaca 

Mengingat 

: Surat Permohonan KepaJa TK Tunas Unggul Nomor : 08/TK­
T.U/DS_BP/2021 Tanggal 3 November 2021 Perihal P-engajuan lzin 
Operasional; 

: Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 20 l 8 ten tang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik. Telah dikeluarkan Oleh BKPM Nomor lnduk 
Berusaha: 1810210007963 pada Tanggal 18 Oktober 2021. 

• 
• 

1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah1.1n 2003 Nomor 78, Tambal1an Len1baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301 ); 

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 'febo, Kabupaten MuaFo 
Jambi, dan Kabupaten Tar1jung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang non1or 14 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3969); 

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tah,1n 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3410); 

5. Peraturan Pe1nerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang 
Peranserta Masyarakat Dalam Penclidikan Nasional; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi 
sebagai Daerah Otonom; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 1'ahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eleku·onik~ 

8. Peratu.ran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; . 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republ1k 
Indonesia Non1or 20 Tal1un 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 51 Tahun 2019 tentang Program belajar 

Ta.man Kanak-kanak; 



Mempc1·hatikan : 

Menetapkan 

KESA'"fU 

KEDUA 

KETJGA 

KEEMPAT 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

1. 

2. 

3. 

4. 

Peraturan ~upati Sarolangun Non1or 91 Tahun 2020 teetang 
Pe~d~legas1an Ke\venangan Pelayanan Perizinan cla11 Nor1 
Penzman Kepada l{epala Dinas Pe11ru1aman Mod.al dan 
Pelayaoan Terpadu Satu Pintu Kabupaien Sarolangun; 
Keputusan l(:ep~la Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupate11 Sarola11gun Nomo1· 27 Tahun 
2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanao 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun; -~ 
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 26 Tahun 
2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pint11 Kabupaten Sarolangun; 
Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Sarolangun Nomor : 420/230/PAUDNI/X/2021 
Tanggal 25 Oktober 2021 Perihal !ZIN OPERASIONAL TK 
TUNAS UNGGUL. 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN 
TENTANG lZlN OPERASIONAL TK TUNAS UNGGUL DESA BUKIT 
PERANGINAN KECAMATAN MAND IAN GIN KABUPATEN 
SAROLANGUN 
Memberikan Jzin Kepada : 

Nama 

Jabatan 

Kewarganegaraa11 

Alamat 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

SRI DEVI ARIANTI 

Kepala Sekolah 

Indonesia 

Desa Pemusiran Kecamatan 

Mandiangin Kabupaten Saro1angun 

Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan 
Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, maka Izin 
Operasional te1·sebut pada diktum pertama dicabut; 
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 
dengan 2 (dua) tahun berikutnya dan apabila di kem11dian hari 
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya; 
Keputusa11 ioi berlaku sejak t.anggal ditetapkan. 

Diteta kan di : Sarolangun 
: 3 November 2021 

:t' DP a? 
• 

' * 1SRI SH 
,#v,.aMuda 

'/.II 

1101997031004 

Tembusan disampatkan Kepada Yth : 
1. Bapa.k Bupati Sarolangun (Sebagai laporan) 
2. Kepala Dinas Pendidikan dru1 Kebudayaan Kab. Sar0langun 


